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Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya tentang anak 

hasil zina yang mengatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan 

nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini dilatar belakangi 

oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap bertolak belakang 

dengan syariat Islam, putusan tersebut mengatakan bahwa anak di luar nikah 

mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya asal dibuktikan dengan 

ilmu pengetahuan. Namun, menurut Mohammad Mahfud M.D putusan MK 

tersebut tidak bertentangan dengan fatwa MUI maupun syariat Islam karena kata 

nasab dan perdata pada kedua putusan itu tidaklah sama. Berangkat dari 

permasalah ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

pendapat ulama kota Malang mengenai fatwa MUI no 11 tahun 2012, dan untuk 

mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai perlakuan hukum terhadap 

anak hasil zina. 

Penelitian ini dilakukan di kota Malang dan jenis penelitiannya adalah  

empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sebagian besar data 

diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan dengan cara 

wawancara kepada para ulama yang telah ditunjuk sebelumnya. Kemudian, 

didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. 

Dari hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa, pertama 

pada umumnya para ulama sepakat bahwa putusan MK dan fatwa MUI memiliki 

tujuan yang sama dan tidak saling bertentangan. Kedua mereka juga sepakat 

dengan adanya uji materi yang dilakukan MK, karena dengan demikian laki-laki 

yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina tidak lari dari tanggung 

jawab.Namun, salah satu ulama tidak sepakat jika putusan MK ini diaplikasikan 

pada anak hasil zina karena latar belakang putusan tersebut bukan tentang anak 

hasil zina melainkan anak dari pernikahan sirri. 


